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“PERAN _:_N HMUM PIDANA __mwm MEMER&N@

Dalam seuap pencemaran'lmgkungan korbannya dihadapkan pada bébe-
rapa plhhan hukum yang dapat digunakannya untuk mencari‘remedi-(pemu-
lihan)yaitu melalui hikum administratif; hukum perdata‘atauhukuni pidana;
Umumny, para ahli hukum:lingkangan berpendapat bakiwa pilihan pertama
harus:dijatuhkanpada’ hukum* administratif-dengan ‘alasan :bahiwa ‘dalam
masalah pencemaran lingkungan, hal yang terpenting adalah aspek pence-

- gahan (preventif). ‘Aspekini: hanya-dapat: dicapai: dengan’ cepat. melalui
hukum. administratif -sebab: hukum: ini: mengatur tentang pendlrian dan
pembenan izin atas fasilitas'penyebab pencemaran:- St 4

© ‘Upaya hukum-‘perdata ‘digunakan-apabila ‘telah’ terjadmya pencemaran‘
dan jatuhnya korban. Sehingga upaya hukum perdata ini ditujukan untuk
memintakan ganti rugi atas kerugian yang diderita, Upaya hukum pidana
mempakan pilihan hukum yang t terakhir.

- Upaya hukum pidana ini dlanggap tldak menyelesaakan masalah karena
si pencemarnya akan dimasukan ke peniara sedanckan kerucakkan vaho
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dltlmbuikan_oleh pencemaran tetap. da]am keadaan sernula OIeh karena itu

‘Sekalipun hukum - pidana merupakan the last resort dalam masalah
pencemaran lingkungan, kehadirannya sangat diperiukan demi untuk meme-
rangi pencemaran lmgknngan ‘Sebab.dengan ‘ddanya ancaman kurungan ter-
para ahli hukum lingkungan berharap agar pener.

mbuat .pencemar.yang. potens:al merasa ta

an meringankan } hukuman da]am hukum pldana konvensmnal

pidana lmgkungan .Beban: pembuktian (burden.of: proof-atau

am hukum pidana lingkungan juga berbeda dengan hukum

p:dana konvensional. Perbedaan-perbedaan di atas membuat para penegak
hukum sedikit kewalahan dalam mempergunakan hukum pidana sebagai legal
tool untuk menghadapi masalah pencemaran lingkungan. Karena itu, bebe-
rapa negara maju seperti Amerika Serikat, Kanada dan lain~iain menerapkan
Makalah ini; akan mehhat perbedaan hukum pldana imgkungan dl Indo-
nesia, dan akan meneliti keberadaan: Undang-undang:Nomor 4 Tahun: 1982
tentang - Ketentuan-ketentuan. Pokok - -Pengelolaan: Lingkungan - Hidup «dan
Hukum. Padana ‘{Jmum dalam: menyeiesaikan masalah pencemaran lmgkungan
h;dup g - :
Secara khusus makalah ini akan mehhat faktor~fakmr yang menyebabkan
kegagalan para pencarl keadilan, yang menggunakan hikum- pidana. Sekali<
gus, makalah ini juga menganalisa persoalan dengan melakukan sedikit $tudi
perbandingan dengan negaraiain dan kemudian menawarkan jalan keluar ter-

' Sukanda Husin, National and International Laws ﬁr Heaw Indusmal A:r Po!!unan wuh Em_pka.m
on the’ North American and indoneszws Regxmes, Tnes;s LL M., Dnlhousxce Umversny, Hahfax, 1990,
p. 218, Geite RIS TECIare el TR ;




: :-anka:an ngkungan _ 503 '

__hadap permasaiahan yang dihadapl Makalah ini juga akan mencari kelebxhau s
- atau keuntungan menggunakan hukum: pldana sebaﬂaa mecha uatuk mencarl
elalux hukum pldana hngkungan U :

/ II Hukum Padana Umum Al g

insip umum hukum: pidana sebagaiman tertera dalam pasal I KUHP_
n 'atakan bahwa tiada sa;upun perbuatan dapat dipldana kalau undang--
ot . Dengan Kata lain, hukum pidana mengakui bahwa tak adé per:

buatan yang dapat dlkatakan kejahatan kaiau undang-undang tldak menye-

'Berdasarkan adagmm dx atas, kxta dapat meny:mpulkan bahwa suatu"'
perbuatan “dapat’ dikenakan “hitkuman pidana “hanya bila- Undang-undang
menetapkannya demikian. Persoalannya apakah perbuatan mencemarkan ling-
kungan mempakan perbuatan” yang dapat dipidana? Untuk men_]awab per-
tanyaan ini tentu kita'harus mencari pasal-pasal dalam KUHP yang menya—-
takan perbuatan mencemarkan imgkungan merupakan perbuatan yang ‘ter-
iarang, ‘atau kita harus melihat” ‘pada undang—undang lam yang khusus
mengatur tentang hal yang bersangkutan

“Kalau kita linat KUHP, kita tidak akan’ ‘menemukan satupun pasai yang
mengatur secara tegas tentang pencemaran Imgkungan Tapi walaupun demi-
kian, kita dapat’ mempergunakan pasal 187, 188, 202 dan 203-sebagai dasar
hukiim uniuk menuntat pencemar. Sedangkan atiiran yang tegasnya dapatkita
terukan dalam’ pasal 20-dan’ 22 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 seba—
ga1 ketentuan khususnya.

“Menurut seorang pakar hukum lmgkunﬂan ‘suatu perbuatan dapat dlang-
gap sebagai suatu delik hnckunﬂan apabﬂa perbuatan itu memilzkl unsur-
unsur sebagai berikut:* = : Lo :

(1) adanya pelaku;

(2) ‘adanya kesengajadn atau’ keialalan I e
(3) adanya kerusakan atau kerugian terhadap imgkungan hldup,

(4) perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dalam hal ini Undang—

uindang Nomor 4 tahun 1982; dan T
(5)  perbuatan itu dilarang oleh undang-undang lain.

* Moelyanto, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara,Jakarta, 1983, p. 23.
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s Dan ke-lima unsur. di atas, -unsur-pertama’ (pelakn) kelihatannya: dap,at
d}peréeniangkan kurﬁna Lndar‘g—undang hanya: menyebutkan: parang. Sigpa,
‘yang ‘dapat diartikan bahwa perusahaan’tidakstermasuk dalam’ pengertian
barang siapa, padahal kasus pencemaran sering disebabkan oleh perusaﬁhaan -
Tapi walau bagaimanapun, penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982
memasukan peruszhaan ke dalam.pengertian barang siapa yang disebutkan
-daiam p 'ai-'22 Undanﬂwmaang Nom@r 4. Tahun 1982, Atas dasar i sebe- '

dzanggap ssbagai mamzs;a di: ma&a hukum @}eh Ecaf@nanya mereka mempa~
kan subjek hukum.® Selanjutnya, teori ini juga sudah diterapkan dalam
Undang-undang Perindustrian.Nomor § Tahun 1984.yang menyebutkan bah-
Wi setiap. pemsahaan atau mdusm tidak dli}enarkan *neiakukan pencsmaran
daiam melakukan keg;atan m{iustrmya

Unmk menjawab pertanyaan ini, k;ta hams memperhankan taor: penghu-
kuman yang dipraktekkan di. ‘negeri ini. Berdasarkan teori ini seorang dapat
dihukem apabila (1) dia telah melakukan suatn kejahatan (2) dia mampu
mempertanggungijawabkan perbuatannya (3) perbuatannya d:iakukan dengan
senga;a atau karena kelalaian; dan (4) dia. semena-mena.’

Unsur pertama harus dikaitkan dengan pertanyaan apakah perbuatannya
tﬂrcela atap. tidak. Dalam kasus hukum lingkungan, pengertian tercela. ini
harus dikaltkan denvan perianyaan apakah kejadian pencemaran itu dapat
dicegah atau tidak. Jika secara ekonomis dan teknis perbuatan itu dapat
dicegah, -namun. si pencemar tidak: mencegahnya, maka perbuatan pence~
marannya adalah tercela. Oleh karena itu perbuatannya dapat dihukum.’

Unsur kedua secara tegas disebutkan dalam pasal .44 KUJHP yanﬁ
mengatakan bahwa jika si pelaku menderita sakit jiwa, orang itu dianggap
tidak mampu mempertanggung;awabkan perbuatannya oleh karena itu dia
tadakdapatdxhukum x h R s

* NHT. Sizhzen, Ekologi Pembangunan dan Hulem Tata Linghungan, Penerbit Erlannga, Jakam
1036, p. 202-203.

¢ Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Penanggmagjawaban Ptdana, Dua pfngeman Dasar Dalam
Hukwm Pldang, Aksara Baru, Jekarta, 1983, p. 79, . 0 e
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ur. kenga adalah kesengajaan atau kelalalan yaltu yang mempakan_--
“dib s

g ini’ akan menentukan berat rmgannya suatu hukuman yang akan
erbuatan yang terjadl karena unsnr kesengajaan tentuaya akan o

S ir 'E;Sur ke—empat dikaatkan dengan ltuam atau keadaan dlmana si. pela—.__
' ;:kunya ‘dalam melakukan 'kejahatan berada dalamtekanan pihak lain; Unsur -
ini 2kan dapat membebaskan operator yang dipaksa oleh- majxkannya untuk

. melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan ter_]admya pencemaran fer-

sebut. Oleh karena itu, tanggung jawab pencemaran dapat d:bebankan kepada
mduk semang -atau pemlhk pemsahaan : 3

3 %-Dari uraian di atas; kita' dapat menylmpuikan bahwa perbuatan men-
icemarkan lingkingan benar ‘merupakan perbuatan yang melawan hukum.
Oleh karenanya, perbuatan mencemarkan lingkungan dapat chjatuhi hukuman
pidana bagi pelakinya, Untuk dapat menghukum pencemar, korban pence-
maran harus meminta bantuan negara untuk mengadili perkaranya Seperti
umumnya dalam hukum pldana si korban hariis meiaporkan kejadian pence-
maran itu kepada polisi yang ‘kemudian oleh’ ‘polisi diteruskan kepada jaksa.
Akhirnya jaksaah yang menggiring si pencemar. tertuduh ke szdang peng-
‘adilan. Selanjutnya akan berlakukan pemrosesan sebaga;mana yang diatur
dalam KUHAP, maksudnya 3aksa ‘harus'membuktikan bahwa si tertuduhte-
lah’ meiakukan perbuatan meiawan hukum, atau 1""tertuduh telah melaku
perbustan itu dengan’ sengaja;’ atau si- tertuduh”melakukan perbuatan ‘ita
karena kelalaiannya, dan seterusnya. Sebahknya si‘termdub’harus membuk-
tikan ‘bahwa dia telah melakukan pencemaran’ agar ‘dia dapat terbsbas dari
dakwaan, atan si tertudub hariis membuktikan ‘bahwa perbuatan’ i karena
kesalahan p1hak ketiga,’ atau siterfuduh harus membuktzkan bahwa perbuatan
itu terjadi bukan karena dlsengaja tapi karena kelaiaian guna mermgankan
hukuman yang akan dxjatuhkan kepadanya S : S

IH Aspek Pldana Daiam UU No. 4 Tahun 1982

Undano—undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Po-
kok ngkungan Hidup dikeluarkan pada tanggal 11 ‘Maret 1982, Undang-
undang ini mérupakan kerentuan paying bagi segala peratuan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup: Oieh
Farena itu neraturan nerundanean lainnva tidak bholeh bertentanoan denoan
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: _asm masmgnjéms pé}x_cemara.n' S“ampaii han 1m telah-.'ada beb ,_apa.
1 elaksana dari 16 - :

Undang-undang No .24 Tahun | ang Penatadn Ruang, .':
.. Surat Keputusan M dudukan dan Lingkungan szup
: T: 991 ter t g ‘Baku Mutu Limbah Caxr bagi Kegiatan

S y ] d: atas, _;elas terhhat bahwa sebenamya

asih banyak iagl peraturan pelaksana yang harus dibuat oleh Pemerintah
Indonesm untuk melaksanakan Undang-undang No. 4 Tahun 1982 ini. Tanpa
peraturan pelaksana ang dimaksud, tentu Undang~undang No. 4 Tahun 1982
tldak -akan herfungsz secara. efeknf e

Sepert; yang, diuralkan pada Bab Pendahnluan bahwa hukum admmlstra-
t:f dan hukum: pardata merupakan prioritas pertama dan kedua dalam meng-
atasi_pencemaran lingkungan,  kenyataannya . peraturan pelaksana. dalam
bxdang ini, hémplr-hampir belum tersiapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu
pengharapan pada ‘hukum admmistratzf dan hukum perdata untuk menganti-
sipasi masalah pencemaran lingkungan hanya isapan jempol belaka. Ber-
dasarkan itu, harapan pada hukum pidana tentunya akan lebih mendapat
perhatian karena hukum- pidana Indonesia sudah well established.

Namun, karena sifat hukum pidana umum sedikit berbeda dengan hu-
kum pidana lingkungan; kesulitan mempergunakan hukum pidana tetap saja
menggelantung di sana sini. Ketentuan-ketentuan pidana dalam. Undang-
undang No. 4. 'i‘ahun 1932 dapat ditemui dalam pasal 22 ayat 1dan 2 yang
berbunyi sebagaa berikut: . el DinE b : .
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Pasal 22 (1), Bamng siapa: dengan: sengaja melakukan
perbuatan yang menyebabkan rusakmya lingkungan hidup
atau: tercemarnya lingkungan hidup yang dietur dolam -
5 undang-undang ini atawundang-undang lain diancam de-

- ngan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepulub) tahin -
i dan-; arau _denda;sebanyak«banyaimya 1{0 IG ooo GOG N

.-,_-._kukan perbuatan yang menyebabkarz rusaknya lzngkungan_.- R Y

“hidup atau-tercemarnya ingkungan hidup yang diatur: - <"

‘i dalam undang~undang ini’atau undang-undang lain dian-
“¢am’ dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 {saru}

. tohun dan  atau - denda sebanyak banyaknya Rp

'1 OGO 000 (satu juta rupzah)

Kelemahan dan pasaf 22 di atas terletak pada apakah pes:buatan men-
cemari lingkungan merupakan delik formil atau delik materil: Sampai seka-
rang . belum:ada kesepakatan antara para ahli dan penegak hukum téntang
apakah perbuatan mencemari lingkungan dianggap sebagai delik formil atau
delik materil. Delik formil maksudnya adalah delik-delik yang telah dianggap
selesai tanpa perlu menimbulkan ‘akibat ‘seperti pasal 263 ayat 1l dan2
KUHP, Sedangkan delik materil maksudnya adalah delik-delik vang baru
dianggap selesai apabila telah terjadi suatu akibat misalnya pasal 338 KUHP.

Perbedaan perspektif ini sebenarnya tidak harus terjadi apabila pada
pihak yang berbeda pendapat ity mématiami -tujuan dasar dari hukum ling-
kungan yaitu mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan meluasnya
akibat atau ‘dampak “suatu ‘pencemaran. ‘Oleh karena itu, bukan ‘perbuatan
pencemaran yan- telah- punya akibat 'saja yang’ “hartis dapat dikategorikan
sebagai suatu-delik;’ tetapl juga sesuatu” ‘keadaan yang dianggap ‘dkan dapat
menimbulkan pencémaran -juga ‘harus “dikategorikan sebagai suaty’ delik:
Berdasarkan hal itu'dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang diperkirakan
dapat menimbulkan bencana pencemaran adalah merupakan suatu delik (delik
formil). Dengan demikian wajarlah jika para pakar hukum lingkungan dan
pencinta lingkungan meminta supaya dimasukkan kata dapar ke dalam pasal
22 ayat 1 dan pasal 1 ayat 7 untuk menimbulkan kaidah formilnya.

. Kelemahan kedua terletak pada penentuan korban. Dalam beberapa kali
pemdangan kasus hngkungan seperti dalam kasus. Sld()ai‘jﬁ hahmnya mer-;
persoalkan siapakah vang meniadi korban pencemaran yang terjadi. Dari sini
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tang konsep dasarhukum lingkungan.:Sebenarnya‘dalam ilmu hukum ling-
kungan, korban:dari.suatu pencemaran tidak selalu harus manusia seperti
yang ditanyakan pada kasus di atas. - Rusaknya lingkungan itu sendiri sebe-
narnya sudah mempakan korban darz pencemaran sebagalmana yang dimak-
sudkan oleh pasal 1. ayat 7. :

Di dalam perkembangan;hukum hngkungan d; Amerxka Senkat pchon
yang tak bertuan sekaligus mempunyai hak yang:sama dengan.manusia yaitu
untuk tidak dicemari. Christoper Stone dalam artikelnya yamg termashur
Should Trees Have. Standing ?: Towards:Legal Rights-For Natural Objects
mengemukakan suatu teori yang | membenkan hak hukum (legal right) kepada
‘objek-objek-atam. (natural ‘objects) seperii pohon, hutan, laut:atau sungai
untuk tidak dicemard.? Jadi. dari sini. jelas bahwa kerban lingkungan it
bukanlah harus manu51a saja tetapx Juga benda-benda alam tak peduh beta-
papun kecilnya dia.: g

Berdasarkan argumentasz yang dzkemukakan d1 afas, rasanya hakun yang
mempertanyakan siapa korban perbuatan pencemaran tidak harus terjadi se-
andainya hakim yang bersangkutan. benar—benar mgm menyeiamatkan hng—
kungan dari bahaya pencemaran. = . -.

:Dan sekaram ‘penegak hukum. 1ndonesaa sudah mnlr:u menganut ajaran
Chnstoper Stone di atas, hal ini terbukti dengan Putusan Mahkamah Agung
tentang kasus Sidoarjo -dimana Mahkamah Agung membatalkan Putusan
Pengadilan. Negen Sidoar_lo dan Pengadllan Tlngg: Jawa Timur dan meng-
hukum terdakwa L e : ;

IV. Model Penjatuhan Hukuman

Dalam setlap perkara pldana sebelum hakim memberikan keputusannya
haklm selalu. menyebutkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan hu-
kuman. Untuk hukum pidana lingkungan dalam prakteknya di Amerika Seri-
kat dan Kanada, terdapat sedikit pemahaman tersendiri tentang hal-hal yang
memberatkan dan meringankan hukuman. -Ada sembilan hal yang menjadi-
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada pencemar.’

8 Chhsioper B. Stone, Should Trees Have Standmg Towards I.egal Rnghls For Natumi Objccts »
(1972 45 Sowthern California Law Review 450, p. 451, a

9 Thry Brmsmimars Ao Fai] Dopend &'Anr‘nm’.u o E‘nmmm.un.! P T L P I ety
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: an; 'ak perdnh betapapun sepelenya dia; dan betapapun L
dl_ ___tidak mempunya& engaruh langsung: pada manusia akh:rnya dla _akan .
engh curkan keragaman dan kekuatan ekosistem. yang:ada. .
Kanada, ‘beberdpa; pengadiian pldana 4elah menjatuhkan hukuman
;yang erat bagi peiaku pencemaraningkungan, sementara banyak jugapeng-
adilan menghendakx bukii yang kuat atas<kerusakan :yang.dituduhkan!!
Kurangnya kesadaran lingkungan bagi hakim-hakim tertentn telah berakibat
pada vonis-vonis yang mengecewakan dalam kasus-kasuslingkungandiIndo-
nesia: Misainya ‘Pengadilan Negeri Bandung: menolak untuk memberikan
ganti rugi-kepada penggugat. atas  pencemaran-yang disebabkan oleh PT.
Banyumas ‘Wishing Centre; Pengadilan berpendapat bahwa buktinya sangat
tidek memadai untuk dapat diberikan ganti rugi. Ironisnya; Pengadilan
menolak * kehadiran ‘saksi:ahli ‘dari ‘Kantor. Menteri Negara KLH untuk
menyampalkan buktx salntlﬁk bahwa sungm itu memang: benar~benar sudah

tercemar.® - -

~Contoh- lam adalah kasus PT IIU 1, pemsahaan puip dan kertas ini
digugat oleh WALHI dan YLBHI karena mencemari Sungai Asahan yang
berakibat pada tidak dapatnya sungai itu dipakai lagi untuk fungsi-fungsi
normalnya seperti: minum, mandi dan irigasi. Sekalipun barang bukti tentang
pencemaran itu telah diajukan-dalam persidangan' Pengadilan:Negeri Jakarta
Pusat-menolak memberlkan gantl rugl dan menghentikan sementara kegiatan
mdustn i, B ; e e :

: 2 N’ ar Pencemar &
~Dalam ‘hukum. pidana tradlsmnal tldak adanya mat merupakan faktor
yang mel_j;ngar_gk_an hukuman. Di Kanada, sistem penjatuhan hukuman menu-

* T F. Scbreker, Political Economy of enivironmental Hazards, Law Reform Commisston of Canada,
Ouawa, 1984 p 17

v

iz

.'ﬁ?mssusé{__%ﬂ lf?:éﬁi%msaﬁr.'-"i"sf

8 April 1990),20.
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rutl pola ini pada tahun:1970-an:: Praktek seperti-inizmerupakan-hal. yang
kentrov_ersm} ~karens untuk: membuknkan ‘niatr-dalam < kasus: ‘pencemaran
adalah hal ; yang: hamp;r tidak: mungkm Oleh: karenanya banyak ‘penceinar.
_ hanya dzkenakan denda karena perbuatan mereka dlanggap sebagas perbuatan_

gar. penghukuman 'menlmbulkan kejeraan. pada pelaku; Haklm arys
‘mengkalkulasikan keuntungan .materi:yang diperoleh oleh perusahaan pen—-
cemar karena -tidak-memasang-alat-alat.pencegah pencemaran..Uang:yang -
dlperoleh karena tidak mencegali-pencemaran:harus: ditambahkan ke dalam
denda’ yang: dgamhkan -dan kalau periu blaya permdangan _}uga dlt&mbahkan
ke:dalam denda yang akan dxjatuhkan it b :

Peianggaran yang beruiang sermg mempakan mdzkator kesengajaan dan
keialalan perusahaan pencemar:yang harus dianggap-sebagai faktor ‘yang
memberatkan hukuman O!eh karena ifu recxdmsr harus dlj atuhkan hukuman
yang maksimum. > =

+ Tapiini tidak beram bahwa hukuman makszmum tldak dapat d;jatuhkan
pada pelanggaran pertama: Hukuman maksimum dapat dijatulikan pada pe-
langgar pertama jika pelanggar secara intensional melakukan pencemaran
yang beraklbai pada pencemaran zat—zat beracun dalam _]umlah yang sangat

5 Ukuran Pemsakaarz : AR : :

- Faktor.ini‘'sangat erat kaltannya dengan kemampuan untuk membeh per-
alatan penceganpencemaran yang canggih. Makin besarperusahaan itu; ma-
kin tinggi pula standar penyelamatan yang harus dimilikinya. -Makaﬁya;
perusahaan yang kaya yang dianggap mampu membeli alat pencegah pence-
maran yang canggih, harus menerima hukuman yang maksimaljika dia tidak
mau membeli peralatan seperti itu: Déengan kata lain; kegaga!an pérusahaan
besar yang kaya untuk memakai teknologi canggih’ hams dianggap sebagai
sesuatu yang memberatkan hukuman.

6. Fakior Antromiorfis :
Sebagaimana halnya dalam hukum pidana tradisional, se{)rang:warga

negara yang baik selalu dipertimbangkan pengadilan sebagai faktor yang
merineankan hulniman  Dalam Fadite baaiie hilirm Disolvimman- marilobey ma_
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mermgankan hukuman Tetapi pertimbangan. warga industri yang baik tidak
semata-mat diukur dari penampilan:wakilnya di pengadiian ‘Perasaan ber-
salah 'dan-::penyesalan warga industri-harus diukur. dengan: kecepatannya dan'
: keeﬁs1ensmya dalam mengatasx dan member31hkan pencemarannya

'.'aku'M_t;ru Yang Bazk e I

.dan samtlfik atau Jika baku muty Emgkungan dlanggap sebagai sesuatu yang_-_:
'Qverregulasx ‘pengadilan boleh ‘mempertimbangkan mereka sebagai faktor'_

~yang ‘meringankan hukuman. Misalnya iika pemerintah-tidak mempertim-

bangkan derajat ‘subjektivitas  dan - ketidakpastian: yang'"melekat*dalam
menentukan tingkat resiko dan batas keselamatan; baku- mutu sepertz itu.
dapat dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterapkan. R

8 Fa&:or Kriminil i
.:Sebagaimana halnya dalam hukum pidana tradisional, pencadﬂan selalu
mempertimbangkan perilaku tertentu dari tertuduh sebagai hal yang meri-
ngankan hukuman. Sebagaimana’ halnya dalam hukum pidana tradisional;
tidak pernahnya pemilik industri dijatuhi hukuman’ karena pencemaran harus
dlanggap sebaga: sesuatu y&ng mermgankan hukuman SR & £

9 Keberadaan Teknolog1

“Hal lain yang-dapat mermgankan hukuman adalah usaha atau 1angkah
yang diambil oleh pencemar untuk mencegah atan meminimalkan terjadinya
pencemaran. Tambahan pula jika perusahaan itu telah memasang alat pen-
cegah pencemaran sebelum terjadmya pencemaran ini harus dianggap seba-
gai hal yang meringankan hukuman.

Fakior yang memberatkan hukuman adalah kegagalan atau ketidak-
mampuan pencernar untuk memasang. alat pencegah pencemaran yang murah
dan'sederhana yang seharusnya teéah dapat mencegah terjadmya pencemaran
yang dipersalahkan padanya.. ST DR o

Y. Peautup

1. Kesimpulan

" Karena masih terdapatnya-banyak kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam hukum administratif dan hukum perdata dalam memberikan perlin-
Arrrmeram oot limabaimegar hidiiem wameg marcih Adamn ophinf anada macunpralrar



532 X S : Huhﬂndﬂn?ﬂﬂbangumm -

-menjadx p;hhan zstama _daiam menghadapi pencemaran dingkungan.: Haimz
dikar, nakan sistem’ wang adapada hukum pidana dapat dianggap layak u' ' mk- '
saat ini: da}am melmdung: m'asyarakai dari. tmdais: pidana lingkungan.
;‘:aekahpun masih iemapat celah-celahyang mungkindapat menggagai%aﬁ -
pe'aca}:z keaddaﬁ dalam upaya memerangi pencemaran, cara pandang ekologis -
'=h&xm akan sangat memunﬂkmkan hukum pid&ﬂ& iebih i}ex’—'

e 1stem peaﬁimkum ya:ag dztempkan di Amerika Senkat dan Kanada
mungkm dapat dijadikan suatu model bagz hakim di indones:a da]am meu~
jatuhkan hukuman bagi para;pencemar.- : L ERIAEN. s I

2 Sarcm

- Untuk lebih efektifnya hukum pidasa dalam memerangi. kejahataﬂ Img—
kungaﬂ pengadﬁaa fendaknya menunjuk hakim-hakim yang memiliki.rasa
pandang ekologis saja untak menyelidiki kasus, pidana lingkungan. Ini bisa
dilakukan dengan menunjuk heberapa hakim tertenty untuk: mengikuta kursus~
kursus hukum lingkungan. - b o

Agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadﬂan dalam kemeks hu»
kum lingkungan, Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung dapat mem:
bentuk: suatu kepumsan kasus- hngkuf:gan dengan memperhatikan prakiek~
praktek negara lain. SRR SN PR s i
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